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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) menyatakan bahwa setiap kali 

seorang anak terlibat dengan orang dewasa, saudara kandung yang lebih tua, atau orang 

asing, terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Anak digunakan dalam situasi ini untuk 

memuaskan hasrat seksual pelaku. Karena ancaman, pemaksaan, penipuan, atau 

pemberian suap juga dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan kekerasan 

seksual, kekerasan tidak selalu berupa kekerasan fisik. Salah satu contoh kekerasan 

seksual adalah perkosaan atau pencabulan.1 

Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Mereka 

adalah generasi yang dipersiapkan untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dan 

memegang kendali atas nasib suatu negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, 

sepanjang sejarah manusia, tidak akan pernah ada kata selesai dalam perdebatan untuk 

menjamin keselamatan anak. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 

landasan spiritual bagi keselamatan anak Indonesia. Pelestarian potensi sumber daya 

manusia dan kemajuan seluruh penduduk Indonesia menuju masyarakat adil dan 

makmur juga termasuk dalam perlindungan ini.2 

 
1 EIrmaiyai Sairi Baiyu Ningsih, Sri Heinnyaiti, “Keikeiraisain Seiksuail Paidai AInaik Di Kaibupaitein 

Kairaiwaing”, Jurnail Bidain “Midwifei Journail”, Vol. 4 No. 02, (2018), hlm. 57.  
2  Naishriainai, 2014, Peirlindungain Hukum Pidainai Baigi AInaik di Indoneisiai. Jaikairtai: Raijai 

Graifindo Peirsaidai, Ceit. 3, hlm. 1. 
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Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, bersama dengan 

globalisasi, membawa dampak negatif. Salah satunya adalah meningkatnya kejahatan 

baru, seperti pelecehan seksual terhadap anak. Setiap harinya, kekerasan seksual 

terhadap anak menjadi ancaman besar yang tidak hanya merusak perkembangan 

mereka, tetapi juga memicu ketegangan sosial yang luas.3 Eksploitasi seksual atau 

tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah 

umur dikenal sebagai pelecehan seksual anak. Bentuk-bentuk pelecehan seksual anak 

meliputi ajakan untuk berhubungan seksual dengan anak, pengamatan atau manipulasi 

alat kelamin anak yang tidak dalam konteks medis, pameran pornografi kepada anak, 

serta pemanfaatan anak untuk membuat materi pornografi anak.4 

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni), yang 

didirikan oleh Menteri PPPA Bintang Puspayoga, mencatat 11.952 kasus kekerasan 

terhadap anak pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 7.004 kasus, atau sekitar 58,6 

persen, adalah kasus kekerasan seksual yang paling sering dialami oleh anak-anak.5 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016, yang 

mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dibuat 

 
3 Supaiijo, dkk, “Pidainai Maiti Baigi Peilaiku Tindaik Pidainai Keikeiraisain Seiksuail Teirhaidaip AInaik 

Dailaim Peirspeiktif Hukum Islaim”, AIsais Jurnail Hukum EIkonomi Syairi’aih, Vol. 9, No. 2 (2017), hlm. 176.  
4  Waihyuni S, “Peirilaiku Peileiceihain Seiksuail dain Peinceigaihain Seicairai Dini Teirhaidaip AInaik”, 

Jurnail Raiudhaih, Vol. 4, No. 2 (2016), hlm. 4.  
5  Keikeiraisain Seiksuail Meindominaisi Kaisus Keijaihaitain paidai AInaik, diaikseis meilailui 

https://pusiknais.polri.go.id/deitaiil_airtikeil/keikeiraisain_seiksuail_meindominaisi_kaisus_keijaihaitain_paidai_ainai

k#:~:teixt=Keikeiraisain%20seiksuail%20seibaigaii%20keijaihaitain%20seirius,Seipainjaing%202021%2C%20Mai

yoritaisnyai%20Keikeiraisain%20Seiksuail.  
 

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak#:~:text=Kekerasan%20seksual%20sebagai%20kejahatan%20serius,Sepanjang%202021%2C%20Mayoritasnya%20Kekerasan%20Seksual
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak#:~:text=Kekerasan%20seksual%20sebagai%20kejahatan%20serius,Sepanjang%202021%2C%20Mayoritasnya%20Kekerasan%20Seksual
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kekerasan_seksual_mendominasi_kasus_kejahatan_pada_anak#:~:text=Kekerasan%20seksual%20sebagai%20kejahatan%20serius,Sepanjang%202021%2C%20Mayoritasnya%20Kekerasan%20Seksual
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oleh pemerintah sebagai tanggapan atas tingginya jumlah kasus kekerasan seksual 

terhadap anak dan pentingnya melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa. Salah 

satu tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan hukuman bagi pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak, sehingga mengurangi jumlah kasus baru kekerasan 

seksual terhadap anak. Meskipun undang-undang yang dibuat pada tahun 2014 dengan 

tujuan memberikan hukuman yang lebih keras, tidak ada yang terjadi, dan kasus 

kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah yang serius.6 

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi 

anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak 

ditunjukkan dengan adanya pemberian hukuman pidana (sanksi) bagi pelaku. Hal 

tersebut tertuang dalam KUHP pada pasal-pasal berikut ini:7 

1. Tindak Pidana pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291. 

2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 

295, Pasal 298. 

Pada putusan yang akan penulis teliti terdakwa pada kasus ini dijatuhi hukuman 

mati oleh majelis hakim. Penerapan hukuman mati dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia selalu menjadi perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat 

yang setuju dan tidak setuju dengan pelaksanaan hukuman mati, seiring dengan 

 
6  Rini Purwainingsih, “Peimbeiraitain Pidainai baigi Peilaiku Tindaik Pidainai Keijaihaitain Seiksuail 

Teirhaidaip AInaik di baiwaih Umur”, Hukum Pidainai dain Peimbaingunain Hukum, Vol. 3, No. 2 (2021), 
hlm.14.  

7 AInaistaisiai Hainai Sitompul, “Kaijiain Hukum Teintaing Tindaik Keikeiraisain Seiksuail Teirhaidaip AInaik 
Di Indoneisiai”, Leix Crimein, Vol. 4, No. 1 (2015), hlm. 48. 
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desakan masyarakat internasional untuk menghapuskan hukuman mati. Adapun yang 

berpendapat bahwa dengan penerapan hukuman mati dapat menimbulkan efek jera, 

sehingga orang lain akan berpikir ulang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana 

serupa.8 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, eksistensi pidana mati diuraikan 

dengan sangat rinci di dalam dokumen tersebut. Berdasarkan uraian Pasal 10 KUHP 

tersebut, dapat dilihat bahwa lembaga pidana mati adalah salah satu pidana yang masih 

jelas sebagai salah satu komponen pidana yang dijatuhkan. Berdasarkan penjelasan 

Pasal 10 KUHP, dapat dilihat bahwa pidana mati adalah salah satu pidana yang masih 

jelas dikenal sebagai salah satu komponen pidana yang dijatuhkan.9 

Hukuman mati masih diterapkan secara sah di Indonesia karena terdapat 

beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur 

ancaman hukuman tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa hukuman mati semakin 

diterima dalam sistem hukum negara ini.10 Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 

2 PNPS Tahun 1964, pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

 
8  EIlai Nur Syiyaim, Daisair Peirtimbaingain Hukum Haikim Dailaim Peinjaituhain Pidainai Maiti 

Teirhaidaip Peilaiku Tindaik Pidainai Keikeiraisain Seiksuail Teirhaidaip AInaik (Studi AInailisis Putusain Nomor: 
86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.), Undeirgraiduaitei Theisis Univeirsitais Islaim Neigeiri Prof. K.H. Saiifuddin Zuhri 
Purwokeirto, 2023, hlm. 5. 

9 Ni Komaing Raitih Kumailai Deiwi, “Keibeiraidaiain Pidainai Maiti Dailaim Kitaib Undaing-Undaing 
Hukum Pidainai (KUHP)”, Jurnail Komunikaisi Hukum (JKH) Univeirsitais Peindidikain Gaineishai, Vol. 6, 
No. 1 (2020), hlm. 106. 

10 Nur Insaini, Upik Mutiairai, Hairitsai, “Peineiraipain Hukumain Maiti Dailaim Peirspeiktif Hukum 
Islaim Dain Hukum Positif Di Indoneisiai”, Paigairuyuaing Laiw Journail, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 155. 
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KUHP dilakukan dengan cara ditembak mati apabila dijatuhkan oleh pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum atau peradilan militer.11 

Masih ada diskusi yang berlangsung mengenai regulasi yang mengatur 

penerapan hukuman mati, terutama yang berkaitan dengan penerapan hukuman mati. 

Namun, diskusi terus berlangsung, terutama antara negara-negara yang telah 

menghapus hukuman mati dan negara-negara yang masih menggunakannya. Ketika 

menyangkut masalah-masalah hukum yang signifikan yang berpotensi melanggar hak 

asasi manusia orang lain, pihak yang mendukung hukuman mati berpendapat bahwa 

hukuman mati masih diperlukan. Di sisi lain, pihak yang menentang hukuman mati 

berargumen bahwa hukuman mati itu kejam, brutal, dan melanggar hak asasi manusia. 

Hukuman mati ialah pelanggaran hak asasi manusia.12 

Terdakwa dalam kasus ini, Herry Wirawan, dijatuhi hukuman mati karena 

terlibat dalam kasus pemerkosaan anak yang akan diteliti. Seorang guru di Pesantren 

Tahfidz Madani yang terletak di kompleks Yayasan Margasatwa, Kecamatan Cibiru, 

Bandung, bernama Herry Wirawan menjadi terduga dalam kasus ini. Dengan 

keputusan nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, perkara dimulai di Pengadilan Negeri 

Bandung. Awal mula kasus ini terungkap pada tahun 2021 yang diketauhi oleh salah 

satu paman santri tersebut pada saat korban pulang kerumah pada hari raya Idul Fitri, 

paman santri tersebut awalnya curiga karena merasakan perubahan bentuk badan pada 

 
11 Tiai Ludiainai, “EIksisteinsi Pidainai Maiti dailaim Peimbaihairuain Hukum Pidainai (Kaijiain Teirhaidaip 

Pidainai Maiti Dailaim RUU KUHP)”, Jurnail Litigaisi, Vol. 21, No. 1 (2020), hlm. 70. 
12 Ni Komaing Raitih Kumailai Deiwi, Op.Cit., hlm. 106. 
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keponakannya pada saat ditanya oleh orang tuanya santri tersebut langsung menangis 

dan tidak mau makan sampai empat hari setelah itu pihak keluarga santri tersebut 

langsung membuat laporan ke Polda Jawa Barat, yang akhirnya laporan tersebut masuk 

pada tanggal 27 Mei 2021 ke Polda Jawa Barat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat (DP3AKB Jabar). Setelah 

diperiksa lebih lanjut terdapat 12 korban yang melaporkan Herry atas kasus yang 

serupa dan 8 anak santri dari korban tersebut telah melahirkan 9 bayi dari hasil 

perbuatan asusila Herry. 

 Putusan pertama Majelis Hakim dalam Kasus Nomor 

989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, yang hanya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup 

kepada terdakwa dan memerintahkan negara untuk membayar biaya restitusi, 

mendapat kritik tajam. Sebagai respons, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding 

ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan perkara nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG. 

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima banding 

tersebut dan memperberat hukuman terdakwa, mengubahnya dari pidana seumur hidup 

menjadi hukuman mati. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar lima 

ratus juta rupiah dan memberikan restitusi kepada anak-anak korban, yang sebelumnya 

menjadi beban negara. Langkah ini diambil untuk memberi efek jera pada pelaku 

kejahatan seksual terhadap anak. 

Untuk memahami konsekuensi sosial, keadilan, dan dampak psikologis yang 

timbul bagi pihak korban, serta untuk mengetahui apakah hukuman pidana mati 

tersebut sesuai telah dengan KUHP dan Undang Undang yang berlaku agar 
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memberikan efek jera kepada pelaku maka penulis menilai perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul : “PENJATUHAN SANKSI PIDANA MATI PADA 

PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK (Studi Putusan Nomor 

86/PID.SUS/2022/PT BDG)” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan ditemukan 

beberapa permasalahan yaitu : 

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati pada Putusan 

Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana 

kekerasan seksual pada Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg? 

C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, adapun 

tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu : 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada 

Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg.  

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan pada anak korban 

tindak pidana kekerasan seksual pada Putusan  Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg.  

D. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dari segi  

teoritis maupun praktis yakni :  
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1. Manfaat Teoritis  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi 

atau masukan yang bermanfaat mengenai pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana pada pelaku kejahatan seksual pada anak. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk membantu penegak hukum menentukan 

cara terbaik untuk menegakkan hukum dan membuat peraturan yang lebih 

sesuai bagi mereka yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak di 

bawah umur. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian  

  Agar penelitian ini dapat berjalan dengan terarah terhadap permasalahan yang 

dibahas, maka penulis membatasi masalah yang diteliti hanya membahas tentang 

bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada Putusan Nomor 

86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg. Serta bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pada 

Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt Bdg. 
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F. Kerangka Teori  

  Kerangka teori adalah konsep yang dijadikan sebagai acuan pokok untuk 

menjadi landasan dalam mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini.  Berikut 

adalah kerangka teori yang dipakai dalam penelitian ini : 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk 

mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi 

tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum. 13  Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan 

tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.14 

Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak sering kali menjadi perhatian 

utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, tetapi nasib para korban, terutama anak-

anak, sering kali terabaikan. Pelaku dan korban sangat penting dalam hal ini. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan terbaik kepada anak-anak 

yang menjadi korban kekerasan seksual. Meskipun negara berkonsentrasi pada proses 

penahanan pelaku, korban seringkali tidak mendapatkan perhatian yang sebanding 

dengan pelaku. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tidak selalu dapat memberikan 

rasa aman kepada korban atau mengurangi trauma yang mereka alami. Akibatnya, 

 
13 Saitjipto Raihairjo, 2000,  Ilmu Hukum, Baindung: Citrai AIdityai Baikti, hlm. 53-54. 
14 Ibid.  
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sistem hukum seharusnya memprioritaskan pemulihan dan keadilan bagi korban 

daripada hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku.15 

Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang 

diberikan kepada korban apakah sepadan dengan kerusakan mental dan fisik yang 

diterima korban. Maka dari itu menurut penulis teori perlindungan hukum bisa menjadi 

dasar untuk menjawab permasalahan yang dialami pada kasus yang diteliti.  

2. Teori Pemidanaan 

Pada dasarnya, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai 

dengan suatu pemidanaan, yaitu : a. untuk memperbaiki pribadi si pelaku; b. untuk 

membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan; dan c. untuk membuat 

penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, 

yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak mampu diperbaiki lagi.16 

Profesor Simons berpendapat bahwa para penulis lama (penulis bangsa Romawi) 

pada umumnya telah mencari dasar pembenaran suatu pemidanaan pada tujuan yang 

lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakekat dari suati pemidanaan 

sebagai suatu pembalasan. Beliau merasa yakin bahwa hingga akhir akbad ke-18, 

praktik pemidanaan itu berada di bawah pengaruh paham pembalasan 

(vergeldingsidee) dan paham mebuat jera (afschrikkingsidee)17 

 
15 Raijaili Caipaih, Raihul AIrdiain Fikri, “Peirlindungain Hukum Teirhaidaip AInaik seibaigaii Korbain 

Keikeiraisain Seiksuail”, Journail of Sociail Scieincei Reiseiairch,Vol.3, No. 4 (2023), hlm. 9437. 
16 Naishriainai, 2021, Hukum Peiniteinsieir Indoneisiai, Paileimbaing: NoeirFikri, Ceit. 1, hlm. 11. 
17 Ibid. 
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Teori-teori pemidanaan muncul sebagai tanggapan terhadap dinamika 

masyarakat dan tingkat kejahatan yang terus-menerus memengaruhi masyarakat. 

Dalam bidang hukum pidana, beberapa teori tentang tujuan pemidanaan telah muncul. 

Ini termasuk teori absolut (retributive), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori 

perlakuan, dan teori integratif. Teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai tujuan 

yang harus dipenuhi ketika memberikan pidana kepada orang yang bersalah atas 

pelanggaran pidana.18 

a. Teori retribusi, juga dikenal sebagai teori absolut 

(Retributive/Vergeldings Theorieem). Menurut logika ini, hukuman 

hanya dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan kejahatan (Quai 

Peccatum est). Sebagai tanggapan terhadap pelaku kejahatan, hukuman 

merupakan konsekuensi yang tak terelakkan dan harus diberlakukan. 

Oleh karena itu, pembenaran didasarkan pada ada atau tidaknya 

kejahatan itu sendiri. Hegel, salah satu pendukung teori absolut yang 

paling terkenal, berpendapat bahwa hukuman adalah keharusan logis 

sebagai akibat dari kejahatan. Karena kejahatan adalah penolakan 

terhadap hukum dan ketertiban negara, yang merupakan prinsip-prinsip 

moral. Oleh karena itu, hukuman merupakan ‘negation der nagation’ 

(negasi atau penyangkalan terhadap penyangkalan).19 

 
18 Dwidjai Priyainto, 2009, Sisteim Peilaiksainaiain Pidainai Peinjairai Di Indoneisiai, Baindung: Raifikai 

AIditaimai, hlm. 22. 
19  Mulaidi dain Bairdai Naiwaiwi AIrieif, 1984, Teiori-teiori dain Keibijaikain Pidainai, Baindung: 

AIlumni, hlm. 26. 
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b. Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori 

pencegahan umum dan teori pencegahan  khusus.  Teori  pencegahan  

umum  dianut  oleh  filsuf  berkebangsaan  Jerman yakni von Feurbach. 

Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam 

Pasal   1   Kitab   Undang-Undang   Hukum   Pidana   (selanjutnya   

disingkat   KUHP).   Teori pencegahan umum merupakan teori berupa 

penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang  telah  melakukan  

kejahatan  dan  bertujuan  untuk  menimbulkan  rasa  takut  kepada orang  

lain  untuk  tidak melakukan  kejahatan  juga.  Menurut  von  Feurbach,  

sanksi  pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus 

tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain 

untuk berbuat jahat.20 

c. Teori Perlakuan, Teori ini berpendapat bahwa menghukum pelaku 

kejahatan itu sendiri jauh lebih tepat daripada menghukum kejahatan 

yang telah mereka lakukan. Karena teori ini menekankan proses 

resosialisasi pelaku untuk memulihkan tatanan moral dan sosial 

masyarakat dan memungkinkan reintegrasi mereka yang efektif, teori 

ini berbeda. Seorang penjahat, dalam pandangan Albert Camus, masih 

manusia yang telah melakukan kejahatan; dengan demikian, ia masih 

 
20 EIddy O.S, Hiairieij, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidainai, Yogyaikairtai: Caihaiyai AItmai Pustaikai, 

hlm. 32. 
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mampu mengubah caranya dan mengadopsi nilai-nilai baru. Karena 

hukuman memerlukan sanksi berbasis perlakuan, sanksi juga harus 

digunakan sebagai alat pengajaran.21 

d. pendekatan gabungan (integratif), pemidanaan didasarkan pada asas 

pembalasan dan pembelaan tertib terhadap ketertiban sosial; dengan 

kata lain, pemberian hukuman ditentukan oleh kedua faktor tersebut. 

Pada hakikatnya, teori gabungan menggabungkan konsep teori absolut 

dan relatif. Kedua teori tersebut bekerja sama untuk menjelaskan bahwa 

tujuan pemidanaan adalah untuk menegakkan ketertiban sosial dan 

meningkatkan karakter pelaku kejahatan.22 

Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial 

yang diakibatkan oleh tindak pidana. Untuk menganalisis bagaimana 

penjatuhan sanksi pidana yang diterapkan pada kasus kekerasan seksual yang 

diteliti serta apakah sanksi pidana tersebut sudah mencerminkan sisi keadilan 

bagi korban maka menurut penulis teori pemidanaan dapat membantu 

menjawab persoalan tersebut. 

 

 
21 AIdaimi Chaizaiwi, 2010, Peilaijairain Hukum Pidainai I, Jaikairtai: Raijai Graifindo, hlm. 162-163. 
22 Leidein Mairpaiung, 2009, AIsais-Teiori-Praikteik Hukum Pidainai, Jaikairtai: Sinair Graifikai, hlm 107. 
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3. Teori Pertimbangan Hakim  

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa pertimbangan yuridis hakim terkait dengan amar 

atau diktum putusan karena hakim lebih fokus pada pembuktian apakah tindakan 

terdakwa sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.23  Pasal 183 

KUHAP menyatakan bahwa: Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila 

sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya.24 

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal 

sebagai berikut:25 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 

semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya semua bagian dari tuntutan pihak Penggugat yang harus 

mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan. 

 
23  Lilik Mulyaidi, 2007, Kompilaisi Hukum Pidainai dailaim Peirspeiktif Teioristis dain Praikteik 

Peiraidilain, Baindung: Maindair Maiju, hlm. 193. 
24 Giaint. K. Y. Seipaing, “Peimbuktiain Suaitu Tindaik Pidainai Beirdaisairkain Bairaing Bukti Meinurut 

Paisail 183 KUHAIP”, Leix Crimein, Vol. 4, No. 8 (2015), hlm. 103. 
25  Mukti AIrto, 2004, Praikteik Peirkairai Peirdaitai paidai Peingaidilain AIgaimai, Yogyaikairtai: Pustaikai 

Peilaijair, Ceit. 5, hlm. 142. 
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Puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di priksa dan diadili oleh hakim 

ialah putusan hakim. Hakim memberikan putusannya mengenai beberapa hal sebagai 

berikut :26 

a. Keputusan perihal peristiwanya, apakah terdakwa sudah melancarkan 

perbuatan yang telah dituduhkan padanya 

b. Keputusan perihal hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa 

itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat 

di pidana. 

c. Keputusan terkait pidananya, jika terdakwa memang bisa di pidana. 

Pertimbangan hakim terbagi menjadi 2 yaitu : 

a. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan 

dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat 

didalam putusan yakni, adanya dakwaan jaksa penuntut umum, adanya 

pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, adanya keterangan saksi-

saksi dan keterangan terdakwa. Serta mempertimbangankan pula hal yang 

dapat memperberat hukuman terdakwa atau meringankan hukuman.27 

 

 
26 Sudairto, 1986, Hukum dain Hukum Pidainai, Baindung: AIlumni, hlm. 74. 
27  Nisai Faidhilaih, Kaimilaitun, “AInailisis Peirtimbaingain Haikim Dailaim Meinjaituhkain Putusain 

Teirhaidaip Peilaiku Tindaik Pidainai Meinghilaingkain Nyaiwai Oraing Laiin (Studi Peirkairai Nomor 
64/Pid.B/2018/PN.Kbu)”, Jurnail Hukum Leigailitai, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 146. 
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b. Pertimbangan Non Yuridis 

Faktor-faktor seperti agama terdakwa, keadaan keluarga terdakwa, dan latar 

belakang terdakwa dapat menjadi sumber pertimbangan non-yuridis. 28 

Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, 

semua hakim diwajibkan untuk mempelajari dan memahami prinsip-prinsip 

keadilan yang ada dalam masyarakat. Aturan ini dibuat untuk memastikan 

bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh hakim selalu sesuai dengan 

hukum dan mencerminkan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat. 

  Penulis menggunakan teori ini dikarenakan untuk menganalisis dan mengkaji 

bagaimana putusan hakim dalam mempertimbangkan sanksi bagi terdakwa. Oleh 

karena itu, faktor terpenting dalam menilai layak tidaknya suatu putusan hakim yang 

menjunjung tinggi keadilan (ex aequo et bono) dan kejelasan hukum adalah 

pertimbangan hakim. 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Yang 

bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber hukum primer, seperti ide, 

konsepsi, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan penelitian ini. Strategi ini juga sering disebut sebagai pendekatan 

kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-

 
28 Rusli Muhaimmaid, 2007, Hukum AIcairai Pidainai Konteiporeir, Baindung: Citrai AIdityai Baikti, 

hlm. 212.  
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undangan, dan bahan-bahan lain yang relevan yang berkaitan dengan topik 

penelitian.29 

2. Jenis Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini cenderung 

menggunakan pendekatan :  

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)  

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.30  

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan cara meninjau kembali perkara atau hal yang 

ada kaitannya dengan topik yang diperiksa, apabila perkara atau hal tersebut telah 

diputus oleh hakim dan hasilnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.31 

 

3. Jenis dan Bahan Hukum 

 Data sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan digunakan dalam 

penelitian normatif ini.32 Selain itu, sumber hukum yang digunakan untuk penelitian 

ini adalah: 

 

 
29 Peiteir Maihmud  Mairzuki, 2008, Peingaintair Ilmu Hukum, Jaikairtai: Keincainai. hlm. 23. 
30 Op Cit, hlm. 56.  
31 Peiteir Maihmud Mairzuki, 2019, Peineilitiain Hukum EIdisi Reivisi, Ceitaikain kei-14, Jaiwai Timur: 

Preinaimeidiai Group, hlm. 134. 
32  AImirudin dain Zaiinail AIsikin, 2016, Peingaintair Meitodei Peineilitiain Hukum EIdisi Reivisi, 

Deipok: Raijai Graifindo, hlm. 31. 
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a. Bahan Hukum Primer 

Peraturan, catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat Peraturan, 

dan putusan hakim adalah contoh bahan hukum primer.33 Penulis menggunakan 

sumber hukum utama berikut dalam melakukan penelitian ini.  

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 

e) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 mengenai Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 yang 

mengubah kedua kalinya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 99 

Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 

5882)  

f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik 17 Indonesia Nomor 

120 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6792) 

 
33 Zaiinuddin AIli, 2014, Meitodei Peineilitiain Hukum, Jaikairtai: Sinair Graifikai, hlm. 47. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi sumber informasi yang menjelaskan bahan 

hukum primer, seperti pandangan para ahli hukum yang terdapat dalam buku, artikel, 

jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber yang memberikan penjelasan atau 

petunjuk lebih lanjut, yang meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus 

hukum, ensiklopedia, dan internet. Bahan-bahan ini digunakan dalam penelitian ini 

sebagai referensi tambahan setelah bahan hukum primer dan sekunder.34 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Untuk keperluan penelitian, termasuk pendekatan studi pustaka, penulis akan 

mengumpulkan data untuk penelitian ini. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan 

data tentang subjek yang dibahas melalui buku, undang-undang, dan peraturan.  

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik analisis bahan hukum yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif kualitatif menggunakan data 

deskriptif untuk memberikan gambaran singkat tentang suatu masalah berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang akan 

 
34 M. Syaimsudin, 2007, Opeiraisionailisaisi Peineilitiain Hukum, Jaikairtai: Raijai Graifindo Peirsaidai, 

hlm. 96. 
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dibahas dalam tulisan. Selain itu, analisis ini memberikan gambaran singkat tentang 

masalah tersebut dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 

suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.35 

 

6. Penarikan Kesimpulan 

Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan pengambilan kesimpulan 

induktif, yang berarti mengubah kasus individual atau khusus menjadi kasus 

umum.36 

 
35 Soeirjono Soeikainto dain Sri Maimudji, 2014, Peineilitiain Hukum Normaitif, Jaikairtai: Raijaiwaili 

Peirs, hlm. 162. 
36   Imron Mustofai, “Jeindeilai Logikai dailaim Beirpikir: Deiduksi dain Induksi seibaigaii Daisair 

Peinailairain Ilmiaih”, Jurnail Peimikirain dain Peindidikain Islaim, Vol. 6 ,No. 2 (2016), hlm. 137. 
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